
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang dapat merugikan 

keuangan Negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial 

dan ekonomi masyarakat.
1
Tindak pidana korupsi termasuk ke dalam kategori 

tindak pidana khusus. Secara umum pengertian tindak pidana korupsi adalah 

suatu perbuatan curang yang merugikan keuangan Negara, atau penyelewengan 

atau penggelapan uang negara untuk kepentingan pribadi dan orang lain. 

Korupsi juga berdampak buruk terhadap perekonomian bangsa dan negara, 

yang pada gilirannya berakibat pada krisis moral dan ahlak bangsa. Kenyataan 

membuktikan bahwa akibat korupsi adalah tidak tercapainya tujuan 

dibentuknya negara ini, minimnya hasil pembangunan yang dinikmati rakyat 

banyak, serta ketidakadilan yang merajalela.
2
 

Tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini telah menjadi kejahatan 

serius yang dilakukan secara sistematis dan berdampak luas dalam kehidupan 

masyarakat.
3
 Dilihat dari sudut terminologi, istilah korupsi berasal dari kata 

"corruption’ dalam bahasa latin yang berarti kerusakan atau kebobrokan, dan 
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dipakai pula untuk mengarah kepada suatu keadaan atau perbuatan yang 

busuk.
4
 

Korupsi di Indonesia tergolong extra-ordinary crime atau kejahatan luar 

biasa karena telah merusak, tidak saja keuangan negara dan potensi ekonomi 

negara, tetapi juga telah meluluhkan pilar-pilar sosio budaya, moral, politik, 

dan tatanan hukum keamanan nasional.
5
 Serta korupsi mampu melumpuhkan 

pembangunan bangsa Tidak hanya itu, tindak pidana korupsi juga akan 

mengakibatkan kemunduran terhadap daya saing bangsa, yang pada akhirnya 

juga akan menurunkan kesejahteraan masyarakat dalam negara ini. Kemiskinan 

dan ketimpangan social akan semakin tinggi, lalu akan memicu terjadi tindak 

pidana lainnya lagi di negeri ini.
6
 Sebagai kejahatan yang luar bisa tersebut 

maka perbuatan korupsi penanganannya harus sesuai dengan apa yang di 

perbuatnya.
7
 

Hukuman bagi terpidana korupsi di atur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-

undang Nomor 31  Tahun 1999 yaitu yang berbunyi: 

“setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan 

memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat 

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, di pidana dengan 

pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) 
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tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit 

Rp.200.000.000.,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 

1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah )”.
8
 

Unsur Pasal 2 diperuntukan bagi setiap orang, dimana ancaman sanksi 

pada Pasal 2 dipidana dengan pidana penjara seumur hidupatau pidana penjara 

paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda 

paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus jutarupiah) dan paling banyak Rp 

1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).  

Tindak pidana korupsi yang diatur dalam KUHP ini telah diatur pula 

dalam Undang-undang Tipikor. Tujuan dimasukkannya pasal-pasal mengenai 

korupsi di KUHP Nasional adalah untuk menyusun kodifikasi hukum pidana 

nasional. Hal ini dilakukan dengan menyatukan perkembangan tindak pidana 

yang berada di luar KUHP, sehingga hukum pidana nasional menjadi 

terintegrasi. proses kodifikasi tersebut tidak menghilangkan sifat khusus dalam 

penanganan kasus korupsi. Dengan demikian Undang-undang Tipikor masih 

tetap berlaku, yang tercantum dalam KUHP Nasional hanya delik-delik 

pokoknya saja.
9
 

Dalam KUHP terbaru beberapa pasal yang secara khusus mengatur 

mengenai tindak pidana korupsi yaitu: 

1. Pasal 603: Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan 

perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau Korporasi yang 
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merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana 

dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling 

singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan 

pidana denda paling sedikit kategori II (sepuluh juta rupiah) dan 

paling banyak kategori VI (dua milyar rupiah). 

2. Pasal 604: Setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan diri 

sendiri, orang lain, atau Korporasi menyalahgunakan kewenangan, 

kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau 

kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian 

negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana 

penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua 

puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II (sepuluh 

juta rupiah) dan paling banyak kategori VI (dua milyar rupiah).
10

 

Putusan hakim yang mencerminkan kepastian hukum tentunya dalam 

proses penyelesaian perkara dalam persidangan memiliki peran untuk 

menemukan hukum yang tepat. Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya 

mengacu pada undang-undang saja, sebab kemungkinan undang-undang tidak 

mengatur secara jelas, sehingga hakim dituntut untuk dapat menggali nilai-nilai 

hukum seperti hukum adat dan hukum tidak tertulis yang hidup dalam 

masyarakat.
11

 Hakim memiliki peranan penting dalam peradilan. Keputusan 

yang dikeluarkannya merupakan produk hukum dan memiliki kekuatan hukum 

yang mengikat. Keputusan hakim pada perkara pidana akan  menentukan 
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apakah seorang terdakwa bersalah atau tidak. Jika bersalah, hakim akan 

menentukan seorang terdakwa dihukum atau tidak. Jika seorang terdakwa 

dihukum, hakim harus memutuskan berapa tahun pemidanaan yang layak 

diterima terdakwa sesuai perbuatan yang dilakukannya.
12

 Sehingga dapat 

dikatakan, bahwa Tugas hakim adalah mengambil atau menjatuhkan keputusan 

yang mempunyai akibat hukum bagi pihak lain. Hakim tidak dapat menolak 

menjatuhkan putusan apabila perkaranya sudah mulai diperiksa. Bahkan 

perkara yang telah diajukan kepadanya tetapi belum mulai diperiksa, hakim 

tetap tidak memiliki wewenang untuk menolaknya.
13

 

Salah satu permasalahan dan merupakan salah satu topik penting dalam 

pemidanaan adalah disparitas pidana. Masalah disparitas pidana menjadi 

pertanyaan utama yang berkaitan erat dengan pertanyaan apakah suatu putusan 

hakim sudah memenuhi rasa keadilan.
14

 Disparitas adalah perbedaan atau 

jarak. Dengan kata lain, disparitas pidana adalah perbedaan antara beberapa 

putusan pengadilan yang sejenis atau dalam satu aturan yang sama yang dapat 

diperbadingkan. Dalam hal ini putusan yang diperbandingkan adalah tentang 

disparitas putusan hukuman pidana. Disparitas pidana (disparity of sentencing) 

adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama 
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(same offence) atau terhadap tindak pidana yang sifat berbahayanya yang 

diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas.
15

 

Disparitas dapat menimbulkan masalah karena hal tersebut menjadi 

indikator dan manifestasi kegagalan sebuah sistem dalam mewujudkan 

keadilan pada suatu Negara hukum serta semakin menurunnya tingkat 

kepercayaan public kepada sistem pelaksanaan hukum pidana.
16

 Suatu hal 

buruk dapat saja terjadi apabila permasalahan disparitas ini tidak diselesaikan 

dengan baik. Adapun hal buruk tersebut adalah demoralisasi dan sikap anti-

rehabilitasi pada kelompok terpidana yang mendapatkan hukuman lebih berat 

dari kelompok lain yang mendap  atkan hukuman yang lebih ringan meskipun 

kasus antara keduanya adalah sejenis.
17

  

Pertanyaan yang muncul dari kalangan masyarakat adalah mengapa 

dalam berbagai kasus pidana korupsi yang relatif serupa ternyata penjatuhan 

pidana atau hukuman terhadap terpidana korupsi berbeda-beda antara putusan 

pengadilan satu dengan pengadilan lainnya. Terlebih lagi apabila hukuman 

terhadap seorang terpidana korupsiternyata relatif ringan dibandingkan dengan 

terpidana lain, padahal bobot kerugian keuangan negarayang ditimbulkan 

terpidana tersebut lebih besar.
18

 Perbedaan pidana yang dijatuhkan atau 

disparitas pidana yang timbul dalam putusan pengadilan dapat mengusik dan 

bertentangan dengan rasa keadilan dan kepastian hukum, sehingga perlu 
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dilakukan upaya-upaya untuk mencegah dan meminimalisasi disparitas pidana 

tersebut, terutama dalam kasus-kasus yang sangat merugikan kepentingan 

masyarakat dan negara.
19

 Harkristuti Harkisnowo mengemukakan bahwa 

dengan adanya realita disparitas pidana tersebut, tidaklah mengherankan bila 

publik mempertanyakan apakah hakim/pengadilan telah benar-benar 

melaksanakan tugasnya menegakkan hukum dan keadilan. Dilihat dari sisi 

sosiologis kondisi disparitas pidana dipersepsi publik sebagai ketiadaan 

keadilan (societal justice). Sayangnya, secara yuridis formal, kondisi ini tidak 

dapat dianggap telah melanggar hukum. 

Pada tanggal 24 Juli 2020. Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan 

Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 

dan  Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

(selanjutnya di singkat “PERMA Nomor 1Tahun 2020”). Alasan pertimbangan 

PERMA Nomor1 Tahun 2020 menyatakan bahwa: 
20

 

1. Setiap penjatuhan pidana harus dilakukan dengan memperhatikan 

kepastian dan proporsionalitas pemidanaan untuk mengujudkan 

keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.  

2. Untuk menghindari disparitas perkara yang memiliki karakter 

serupa diperlukan pedoman pemidanaan. Penerbitan PERMA 

No.1/2020 ini dapat dipandang sebagai salah satu langkah dan 

tindakan nyata dari Mahkamah Agung dalam rangka mencegah dan 
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menanggulangi terjadinya disparitas pidana yang timbul dalam 

berbagai putusan pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi..  

Disamping itu pedoman pemidanaan ini diharapkan dapat memenuhi 

kebutuhan hukum yang real guna mengatasi masalah disparitas pidana korupsi 

dengan karakter serupa.
21

 

Keberadaan Perma Nomor 1Tahun 2020 yang merupakan suatu 

perkembangan hukum baru mengenai pedoman pemidanaan.
22

 Perma Nomor 1 

Tahun 2020 secara normatif mengikat Mahkamah Agung selaku pengadilan 

negara tinggi dari semua lingkungan pengadilan, termasuk pada peradilan dan 

para hakimnya yang berada di bawah pengawasan Mahkamah Agung. Perrma 

Nomor 1Tahun 2020 setidaknya secara langsung atau tidak langsung 

berpengaruh terhadap 2 (dua) hal yaitu, pertama, menyangkut penafsiran 

terhadap ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor, yakni dengan 

ditentukannya kriteria dan kategori kerugian berikut sebagai mana skala 

penjatuhan hukuman dalam Pasal-pasal tersebut, dan kedua, menyangkut 

peranan pedoman pemidanaan tersebut terhadap para hakim yang bertugas 

berwenang dalam menjatuhkan pidana bagi para pelaku tindak pidana 

korupsi.
23

 

Penelitian ingin melihat terkait  putusan hakim setelah Munculnya Perma 

Nomor 1 Tahun 2020 dalam menjatuhkan putusan Tindak Pidana Korupsi di 

Pengadilan Negeri kelas 1A Padang. Sebagai contoh dapat dilihat 
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perbandingan antara kerugian negara dan pidana penjara yang dijatuhkan 

karena pelanggaran Pasal 2 (1) Undang-undang tipikor pada masing-masing 

Putusan Pengadilan Negeri Padang sebagai berikut:  

1. Kasus di Tahun 2022 setelah pengesahan Perma Nomor 1 Tahun 

2020 ada contoh  kasus 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg, 

Menyatakan Terdakwa Robenson Pgl Ben Bin Baktiar tersebut di 

atas, telah terbukti secara   sah dan meyakinkan bersalah 

melakukan “Tindak Pidana Korupsi secara Bersama-sama” 

sebagaimana dimaksudkan dalam Dakwaan Alternatif kesatu, Pasal 

2 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana 

telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik 

Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Menjatuhkan 

pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara 

selama 6 (emam) tahun dan pidana denda sejumlah 

Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), Menghukum 

Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah 

Rp.315.000.000, (tiga ratus lima belas juta rupiah.
24

 

2. Contoh kasus selanjutnya 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg, 

Menyatakan terdakwa Elfitra,M.pd terbukti secara sah dan 

menyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana 
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dakwaan Primer, Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan 

pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar 

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), Menghukum Terdakwa 

untuk membayar Uang Pengganti sejumlah Rp. 55.606.960, (lima 

puluh lima juta enam ratus enam ribu Sembilan ratus enam puluh 

rupiah),  jika Terdakwa tidak membayar Uang Pengganti paling 

lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan 

memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat 

disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti 

tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang 

cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan 

pidana penjara pengganti selama 3 (tiga) tahun.
25

 

Berdasarkan latar belakang   yang telah di uraikan di atas, penelitian ini ingin 

meneliti apakah disparitas putusan Hakim  Tindak Pidana Korupsi di 

Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang sudah sesuai terlaksana dengan baik, 

maka dalam hal ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang 

berjudul “DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK  PIDANA 

KORUPSI YANG MELANGGAR PASAL 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 

31 TAHUN 1999 DI TINJAU DARI  PERMA NOMOR 1 TAHUN 2020 

TENTANG PEDOMAN PEMIDANAAN” 

B.  Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan diatas, maka 

rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  
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1. Pemidanaan terhadap orang yang melakukan pelanggaran Pasal 2  

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999  di tinjau dari Perma Nomor 1 

Tahun 2020 tentang pedoman pemidanaan? 

2. Dasar pertimbangan hakim di dalam penjatuhan hukuman terhadap 

pelanggaran Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 di tinjau dari 

Perma Nomor 1 Tahun 2020 tentang pedoman pemidanaan yang 

menyebabkan terjadinya disparitas? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini berfungsi untuk menjawab semua permasalahan yang 

dikemukakan dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis berapa hukuman terhadap orang 

yang melakukan pelanggaran Pasal 2  Undang-undang Nomor 31 Tahun 

1999  . 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim di dalam 

penjatuhan hukuman terhadap pelanggaran Pasal 2 Undang-undang 

Nomor 31 Tahun 1999 yang menyebabkan terjadinya disparitas. 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan diatas maka penyusun dapat 

mengambil manfaat dari penelitian dan penulisan hukum sebagai berikut:  

 

1. Manfaat Teoritis 



 

 

a. Memberi sumbangan pemikiran berupa khasanah keilmuan dalam bidang 

hukum, khususnya hukum pidana yang terkait dengan disparitas Putusan 

hakim dalam Tindak Pidana Korupsi yang melanggar Pasal 2 Undang-

undang Nomor 31 Tahun 1999 di tinjau dari Perma Nomor 1 tahun 2020 

di Pengadilan Negeri Padang. 

b. Menambah referensi hukum yang dapat digunakan sebagai acuan bagi 

penelitian dalam bidang yang relevan dengan penelitian ini di masa 

mendatang dalam lingkup yang lebih detail, mendalam dan jelas serta 

memberi manfaat bagi penulis hukum. 

c. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan di bangku perkuliahan 

untuk membuat proposal hukum. 

d. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunkan untuk menambah 

referensi bagi mahasiswa di berbagai fakultas. 

2. Manfaat Praktis  

a. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan Dampak terjadinya 

disparitas putusan hakim 

b. Dengan adanya penelitian ini diharapkan hasilnya dapat menjadi suatu 

sumbangan pemikiran serta dapat menambah wawasan pembaca terhadap 

pemahaman tentang penelitian ini. 

E. Metode Penelitian 

Metode penelitian sangat penting karena merupakan unsur mutlak 

yang harus ada di dalam penelitian dan pengembangan suatu ilmu 



 

 

pengetahuan.
26

 Metode Penelitian Hukum dapat diartikan sebagai cara 

melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran 

secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian 

tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data-data yang telah 

dikumpulkan.
27

 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam tulisan ini adalah 

penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian 

hukum kepustakaan.
28

 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji memberikan 

pendapat penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang 

dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder).
29

 

2. Pendekatan Masalah 

Pendekatan penelitian dalam metode yuridis normatif ada beberapa 

macam, pendekatan dalam penelitian hukum menurut Peter Mahfud 

Marzuki adalah sebagai berikut: 

Pendekatan kasus (case approach)  

a. Pendekatan perundang-undangan (state approach) 

b. Pendekatan historis (historical approach) 

c. Pendekatan perbandingan (comparative approach) 

d. Pendekatan konseptual (conseptual approach). 
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 Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan studi kasus, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara 

melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang 

dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai 

kekuatan hukum yang tetap.
30

 

3. Sifat Penelitian  

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian 

dimaksudkan untuk memberikan data serinci mungkin tentang masalah 

terkait dengan penelitian. 

4. Jenis dan sumber data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis 

secondary data atau data sekunder yang mencakup dokumen resmi, 

buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. 

Sebagai penelitian normatif, jenis data tersebut dibagi atas: 

a. Bahan Hukum Primer  

Bahan hukum primer yaitu semua yang berkaitan dengan pokok-

pokok pembahasan berbentuk Undang-Undang dan peraturan-peraturan 

lainnya. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri 

dari peraturan perUndang-Undangan yang diurut berdasarkan hierarki.
31

 

Bahan hukum primer berupa seperti: 

1).Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
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2.) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

3). Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 

4). Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang 

Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP  

5). Pasal 603-620  KUHP  Nomor 1 Tahun 2023 

6). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 

b. Bahan Hukum Sekunder  

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan 

penjelasan tentang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini 

terdiri dari buku-buku teks (textbook) yang ditulis para ahli hukum yang 

berpengaruh (de herseende leer), jurnal-jurnal hukum, pendapat para 

sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, hasil-hasil simposium 

mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian,dan lain-lain. Bahan 

hukum sekunder yang di pakai dalam penelitian berupa putusan-putusan 

sebagai berikut: Putusan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 

1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg dan Putusan Pengadilan Negeri Padang 

Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg. 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan 

petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun 

bahan hukum sekunder,
32

 seperti: 

1). Kamus Hukum; 

2). Kamus Bahasa Indonesia; 
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3). Bahan-bahan Hukum yang didapatkan melalui internet. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam membuat studi kasus ini, penulis menggunakan teknik 

pengumpulan data melalui studi dokumen . Studi dokumen adalah 

teknik pengumpulan data dan informasi dengan mencari, mencatat, 

menginventarisasi, menganalisis, dan mempelajari data-data yang 

berupa bahan pustaka mengenai kajian yuridis dan non yuridis terhadap. 

Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi yang 

merugikan keuangan  atau perekonomian Negara berdasarkan Perma 

Nomor 1 Tahun 2020. Disebut juga dengan Penelitian Kepustakaan 

(Library research) artinya data yang diperoleh dalam penelitian ini 

dilakukan dengan membaca buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah yang 

terkait dengan persoalan yang akan dikaji, Kemudian mencatat bagian 

yang memuat kajian tentang penelitian.
33

 

6. Pengolahan dan Analisis Data 

a. Pengolahan Data 

Pengolahan data dalam studi kasus ini dilakukan dengan beberapa 

tahap sebagai berikut: 

1) Seleksi data, yaitu dengan melakukan kegiatan berupa 

pemeriksaan data untuk mengetahui kelengkapan data yang 

dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti dalam studi 

kasus ini. 
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2) Klasifikasi data, merupakan kegiatan penempatan data 

berdasarkan kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam 

rangka memperoleh keakuratan data yang benar-benar 

diperlukan untuk dianalisis lebih lanjut. 

3) Penyusunan data, adalah kegiatan menyusun data yang 

berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan 

terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah 

interpretasi data. 

b. Analisis Data  

Analisis data merupakan proses penyusunan data yang telah 

diolah untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Data diolah secara yuridis 

kualitatif, yaitu dengan memperlihatkan fakta-fakta data hukum yang 

dianalisis dengan uraian kualitatif terhadap fokus penelitian. 

 


